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Abstrak: Keterlibatan Kiai dalam politik bukan merupakan sesuatu yang baru, melainkan fenomena yang terus terjadi dan terus berlangsung hingga saat ini. Keterlibatan mereka, tentunya berangkat dari niat mulia, yaitu ingin menjadikan politik sebagai media dakwah, dan perjuangan dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun, dalam frame politik segala tindak tanduk Kiai seringkali dianggap tidak mencerminkan ajaran agama, hal ini di dorong oleh fakta-fakta sosial politik Kiai yang timpang yang diperankan Kiai dalam politik. Maka dari itu, politik dapat mengangkat derajat Kiai sekaligus dapat meruntuhkan martabat dan harga diri Kiai. Bahkan tak jarang politik justeru dapat mempengaruhi eksistensi lembaga pendidikan yang dikelola Kiai. Oleh sebab itu, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis menjadi pilihan guna memudahkan dalam medeskripsikan hasil penelitian ini. Adapun metode yang yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, persentuhan Kiai dalam politik praktis tidak membawa ekses negatif terhadap eksistensi lembaga pendidikan yang dikembangkannya. Justeru yang ada lembaga pendidikan yang dikelola Kiai makin eksis dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah. Terlebih lembaga pendidikan yang dikelola Kiai memiliki ciri khas Tahfidz al-Qur’an yang menjadi daya tarik masyarakat, dan tentunya tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah.
PENDAHULUAN 

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pesantren diidentikkan sebagai lembaga pendidikan Islam dengan ciri khas (baca: asli) Indonesia, dan merupakan warisan kekayaan intelektual bangsa Indonesia yang terus mengalami perkembangan hingga saat ini (Dhofier, 2011). Pernyataan ini dipertegas oleh para peneliti terdahulu yang sepakat mengatakan bahwa pesantren merupakan hasil rekayasa umat Islam Indonesia (Djamari, 1985), yang mengembangkannya dari sistem pendidikan tradisional, dan merupakan proses transmisi serta akulturasi Islam dalam kebudayaan agama lain yang kemudian menjadikannya berkembang di Indonesia.

Perkembangan pesantren terus terjadi, seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Apabila dilihat dari masa perjuangan bangsa Indonesia, pesantren memiliki andil yang sangat besar, dan menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdeaan. Sehingga tidak mengherankan apabila pesantren seringkali bersinggungan dengan politik, pun demikian sebagai penggeraknya adalah para Kiai. Peran Kiai inilah hingga pada masa revolusi, menjadikan pesantren sebagai salah satu pusat gerilya dalam perjuangan melawan Belanda untuk mencapai kemedekaan (Moesa, 2007).

Sebagai pusat pendidikan dan peradaban Islam tradisional Indonesia, pesantren diidentikkan dengan corak indigenous (keaslian) tradisi Indonesia, juga memiliki corak ke-Islaman (Madjid, 1985). Pesantren terus mengalami perkembangan yang sangat cepat dan menyebar keseluruh Indonesia, salah satunya di Propinsi Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan pesantren terus menampakkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam, dan menjadi tonggak revolusi pendidikan Islam ditengah lembaga pendidikan lain. 

Perkembangan ini, tentunya dimotori oleh peran sentral pimpinan pesantren yang oleh masyarakat Sumatera Selatan disebut Mudir (direktur pesantren). Sebagaimana dalam buku tradisi pesantren yang ditulis oleh Dhofier, Kiai adalah gelar kehormatan yang dinisbatkan masyarakat kepada orang yang dianggap ahli dalam agama Islam dan memiliki atau minimal menjadi pemimpin pondok pesantren serta mengajarkan kitab-kitab Islam klasik (baca: kitab kuning) (Dhofier, 2011). Sedangkan istilah Kiai memiliki kaitan yang erat dengan status yang diberikan kepadanya, yakni sebagai pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren, meskipun tidak semua Kiai memimpin pesantren.

Dalam relasi sosio-kultural umat Islam Indonesia, Kiai memiliki kedudukan dan posisi sentral dalam membina dan menata kehidupan sesuai kapasitasnya sebagai pewaris para nabi (waratsat al-anbiya). Adapun makna para pewaris nabi tersebut memberikan legitimasi bagi Kiai untuk menjalankan berbagai tugas, diantaranya mendidik umat dibidang agama dan melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat, memecahkan problem sosial yang terjadi di masyarakat, serta menjadi cultural brokers (makelar budaya) (Geertz, 1987), atau bahkan sebagai agen perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Para Kiai dengan berbagai kelebihan yang melekat padanya, terutama dalam penguasaan pengetahuan agama Islam yang mendalam, senantiasa di lihat sebagai sosok yang dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, khususnya oleh kebanyakan orang awam. Posisi mereka cukup dipentingkan terutama dalam konteks berbagai pertimbangan-pertimbangan menyangkut kebijakan, terutama apabila kebijakan tersebut berhubungan dengan kebutuhan gerakan-gerakan maupun kebutuhan mobilisasi. Menariknya, dalam beberapa hal mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk simbol-simbol kealiman yang nampak pada pakaian mereka seperti surban dan kopiah (Dhofier, 2011).

Terkait dengan peran sosio-politik Kiai apabila ditinjau dari segi sejarahnya, sebagaimana yang ditulis Moertoyo sudah terjadi sejak zaman kesultanan Mataram II di Pulau Jawa (Suprayogo, 2007). Selanjutnya sebagaimana yang dikatakan oleh Steenbrink peran sosial politik Kiai semakin nampak manakala pesantren yang dipimpinnya dijadikan sebagai pusat pengatur strategi melawan pejajah, terutama dalam bentuk dukungan moral, politik, bahkan dukungan ekonomi (Suprayogo, 2007). Hal ini semakin membuktikan bahwa Kiai selain merupakan elit agama juga termasuk elit politik yang mempunyai peran sangat besar dalam perjuangan merebut serta mempertahankan kemerdekaan.

Lebih kanjut, dalam konteks Sumatera Selatan berdasarkan catatan Streenbrink menjadikan keraton sebagai pusat ilmu agama dan juga sastra, berbeda dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat Jawa yang justeru menjadikan Pesantren sebagai pusat pendidikan agama dan lainnya (Steenbrink, 1984). Dari pernyataan ini, menunjukkan bahwa ada kedekatan penguasa (keraton) dengan tokoh agama, tentunya hal ini menjadikan Islam memiliki tempat istimewa bagi masyarakat Sumatera Selatan khususnya Sultan. Sebagaimana yang dikatakan Husni Rahim, sultanlah yang memegang kekuasaan tertinggi di bidang keagamaan. Akan tetapi dikarenakan sultan bukan seorang yang ahli dalam bidang agama, maka atas inisiatifnya dibentuklah lembaga keagamaan yang selanjutnya disebut Penghulu (Rahim, 1998).

Melihat fenomena di atas, maka dapat dipahami bahwa kepemimpinan pemimpin agama Islam menempati posisi yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat Sumatera Selatan. Selanjutnya, secara kultural munculnya elit agama atau umumnya disebut Kiai bersamaan dengan berdirinya pondok pesantren pertama di Sumatera Selatan, yakni pesantren Seri Bandung di Tanjung Batu Ogan Ilir. Dengan munculnya pesantren ini, merupakan embrio munculnya pesantren-pesantren lain seperti pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga, Pesantren al-Ittifaqiah Indralaya, Pesantren Qodratullah Langkan serta pesantren-pesantren lain yang menurut catatan Kementerian Agama Sumatera Selatan setidaknya terdapat 321 pesantren yang tersebar diseluruh wilayah Sumatera Selatan (Kemenag Sumsel, 2007).
Kiai dianggap sebagai benteng moralitas, yang memiliki integritas, mentalitas karena kesederhanaan yang mereka tunjukkan. Mereka dihormati karena keluhuran akhlaknya serta kewibawaan dan kharisma (Hamdan, 2002), yang melekat padanya. Namun yang menjadi persoalan adalah tatkala ia masuk dalam permainan politik, yang mengharuskan ada kawan dan lawan, seringkali justeru menjadi pro dan kontra di masyarakat. Keterlibatan Kiai dalam politik praktis membuat wibawa dan kharisma mereka mulai terkikis, khususnya dalam pandangan masyarakat yang bukan dari kelompoknya.  Bahkan yang menjadi sangat memprihatinkan adalah antar Kiai-pun bisa saja terjadi konflik karena perbedaan aspirasi politik.

Berkembangnya fenomena semacam itu, tidak sedikit membuat masyarakat yang kemudian menjadi kebingungan. Akhirnya, bisa saja berpengaruh terhadap pesantren yang dipimpinnya. Kiai yang nyata-nyata berafiliasi ke partai politik tertentu, bisa tidak didatangi oleh calon santri yang orang tuanya tidak sepaham. Akhirnya yang terjadi adalah belajar agama atau mengaji dikaitkan dengan politik. Logikanya Anak yang seharusnya belajar agama kepada Kiai yang Alim, selanjutnya kriteria pilihan itu bertambah, yaitu yang sama afiliasi politiknya. Bahkan bisa jadi kriteria kealiman seorang Kiai terkalahkan oleh kriteria yang terkait dengan pilihan politik. Jika fenomena ini benar-benar terjadi, sesungguhnya tidak ada yang rugi, kecuali kita dan umat Islam semua.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis mengenai Kiai dan politik, meskipun terdapat beberapa kajian yang telah membahas mengenai Kiai dan politik, namun belum ditemukan pokok bahasan yang berkenaan dengan studi keterlibatan Kiai dalam politik di Propinsi Sumatera Selatan.

PEMBAHASAN

1. Realitas Sosial Politik Kiai
Dilihat dari segi sosio-kultural, istilah kata ‘Kiai’ sangat populer dan familiar bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Kepopuleran kata Kiai bukan hanya bagi kalangan masyarakat jawa, tetapi istilah ini sudah membumi di seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Sumatera Selatan. Secara akademis kata “Kiai” di populerkan oleh Geertz pada tahun 1960 dalam kerangka studi antropologi yang membahas sosok Kiai dan ulama’ (Geertz, 1987). Kendati istilah Kiai dan ulama’ oleh Horikoshi dibedakan berdasarkan fungsi formal yang diperankannya (Horikoshi, 1987). Tetapi secara terminologis dan kultural istilah Kiai sama dengan ajengan, buya, tuan guru, bendere dan sebagainya (Dhofier, 2001). Sementara itu, pemaknaan lain Kiai terdapat beberapa pengertian, yaitu; sebagai sebutan bagi alim ulama’, sebutan bagi guru ilmu ghaib, sebutan bagi kepala distrik, atau bahkan sebutan bagi benda-benda yang dianggap bertuah (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Sebutan atau gelar Kiai tidak harus diberikan kepada mereka yang memiliki pesantren, tetapi juga dapat diberikan kepada guru ngaji atau imam masjid yang memiliki pengetahuan keislaman lebih dibandingkan dengan orang lain. Namun, dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis lebih menekankan pada “Kiai yang memimpin pesantren” (Turmudi, 2003 & Tebba, 1983). Sebagaimana yang dikatakan Dhofier, pesantren diibaratkan sebagai kerajaan kecil dimana Kiai sebagai sumber mutlak kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan masyarakat pesantren (Dhofier, 2001).

Kiai adalah tokoh agama Islam yang memiliki integritas dan kapabilitas keilmuan agama Islam, serta menyebarluaskan pengetahuan agama yang dimilikinya kepada masyarakat termasuk dalam dunia politik. Kiai acapkali menyatu dengan ligkungan dan masyarakatnya, termasuk dengan lingkungan bangsa dan negara (Ziemek, 1986). Tentunya kedudukan ini menjadikan Kiai memiliki peran yang jauh lebih signifikan dibandingkan masyarakat pada umumnya di tambah Kiai memiliki dua modal dasar yang melekat padanya, yaitu otoritas dan kharisma (Surbakti, 1992).

Dilihat dari fakta sosial, Kiai merupakan bagian dari kelompok lapisan masyarakat kelas atas atau kelompot elit dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat Indonesia (Soekanto, 2017), Kiai menduduki posisi yang sangat terhormat serta memiliki pengaruh yang cukup besar di lapisan masyarakat pada umumnya serta menjadi figur teladan dan rujukan bagi masyarakat dalam penyelesaian persoalan keagamaan. Untuk itulah Kiai seringkali berperan sebagai pemimpin spiritual keagamaan, bahkan secara teologis Kiai dipandang sebagai sosok ulama’ pewaris Nabi (Waratsat al-Anbiya). Atau menjadi “penjaga” utama proses sosialisasi ajaran Islam (Suprayogo, 2007), khususnya pada tataran kultural masyarakat Indonesia. pada tataran inilah Kiai dapat diterima disemua lapisan masyarakat baik dari kalangan lapisan bawah maupun pada lapisan menengah ke atas.
Sebagai suatu kelompok sosial, Kiai memiliki pengaruh yang sangat kuat di masyarakat, dan menjadi salah satu kekuatan penting dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Lebih-lebih dalam agama Islam terdapat anggapan bahwa segala kegiatan kehidupan termasuk politik adalah merupakan bagian integral dalam agama. Tidak sedikit yang menganggap bahwa Kiai adalah sosok yang paling mengerti dan paling paham agama, sehingga Kiai seringkali menjadi rujukan dalam segala bentuk kegiatan sosial dan politik, apalagi dalam menentukan pilihan politik. Hal ini menjadi umum dilakukan, dan menjadi fatwa atau referensi utama khususnya dikalangan santri, jamaah atau pengikut setia Kiai. Dengan demikian, Kiai dianggap sebagai pembuat keputusan yang efektif dalam sistem kehidupan keagamaan termasuk juga dalam sosial politik.

Otoritas Kiai yang dibangun dalam dunia pesantren memunculkan kultur feodalistik dan sentralistik, dengan model kepemimpinan yang otoriter dibalut dengan tampilan yang penuh kharismatik. Konstruksi kharismatik yang dibangun ini menjadikan segala bentuk kebijakan yang berlaku di pesantren menjadi kewenangan mutlak Kiai, tanpa bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh pemerintah. Sementara ustadz dan pengurus pesantren lainnya hanya sebagai perpanjangan tangan Kiai, itupun masih dalam batas-batas tertentu. Kultur ini pada perkembangannya, masih terus dipelihara dan dilestarikan khususnya pada pesantren yang masih konservatfif meskipun sebagian pesantren sudah cenderung terbuka dan meninggalkannya.

Diakui atau tidak, jika dilihat dari sejarahnya kultur feodalistik begitu sulit untuk dilepaskan atau bahkan dihilangkan kendati itu pesantren yang modern sekalipun. Kultur feodal sudah mengakar kuat dan menjadi embrio munculnya sistem pendidikan pesantren di Indonesia. Sikap feodal yang diperankan Kiai ini, sebenarnya untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi ataupun mempertahankan kepemimpinan Kiai. Untuk itu dalam mempertahankan eksistensinya Kiai kerapkali membuat aturan-aturan yang mengikat dan cenderung sesuka hati. Sikap-sikap feodal ini akan semakin nampak manakala Kiai merasa ada ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang dapat meruntuhkan suksesi kepemimpimpinan Kiai. Untuk itulah Kiai akan cenderung ekslusif di dalam mempertahankan kepemimpinannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, serta perubahan sosial yang begitu cepat turut membawa pada perubahan peran dan posisi serta orientasi Kiai di pesantren. Kiai yang mulanya hanya fokus pada pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu agama serta pada pembinaat umat, kini mulai merambah pada bidang garapan yang lebih luas khususnya dalam politik praktis. Mulanya mereka menjaga jarak dengan pemerintah, bahkan sebagian antipati dengan politik. Namun, pada perkembangannya mereka mulai mendekat dengan pemerintah bahkan menjadi elit pemerintah.  Kiai mulai terjun pada politik praktis, yang pada awalnya dianggap dunia yang penuh dengan trik dan intrik untuk merah kekuasaan. Kiai yang selalu menjadi pengayom umat, dan penengah konflik di masyarakat tak jarang malah menjadi bagian dari konflik itu sendiri, tatkala mereka terlibat dalam politik praktis.
Keterlibatan Kiai dalam politik praktis, menuntut mereka untuk selalu aktif dan turut serta dalam dinamika politik, khususnya politik lokal dimana Kiai itu tinggal dan berperan serta. Peran ganda inilah seringkali justru membawa Kiai pada posisi yang serba sulit, disisi lain ia harus menjadi teladan dan pengayom umat karena posisinya sebagai tokoh agama. Namun, tak jarang justru fungsi dan peran yang dimainkannya bertentangan dengan fungsi aslinya (tokoh agama). Jika ini terjadi, tidak menutup kemungkinan menjadikan respon masyarakat pada Kiai menjadi negatif, atau justru masyarakat mulai meninggalkan Kiai. Maka menjadi sesuatu yang wajar ketika pengaruh dan otoritas Kiai mulai luntur dan ditinggalkan umatnya. Selanjutnya, figur Kiai yang dikenal mampu memobilisasi masa dalam jumlah yang besar mulai kehilangan pengaruhnya. Pada kontestasi politik, pengaruh Kiai tidak lagi efektif dalam menjaring pemilih untuk pemenangan calon-calon tertentu yang didukungnya. 
Maka dari itu, dari uraian di atas yang paling relevan dengan penelitian penulis jika dikaitkan dengan studi ini adalah politik dipandang sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umat sesuai keinginan agama. Jika substansi politik demikian, maka politik memiliki tugas yng sangat mulia, terpuji, dan terhormat. Karenanya berpolitik merupakan bagian dari instrumen keberagamaan dalam merealisasikan ajarannya. Ini berarti, politik menjadi keharusan bahkan kewajiban bagi setiap penganut agama (Islam), karena dalam menerjemahkan ajaran dan titah Tuhan, ada yang mesti menggunakan kekuasaan. Dan cara elegan dan konstitusional dalam merangkul kekuasaan itu adalah mutlak dengan jalur politik. Dengan demikian, tak soal jika Kiai harus bersinggungan dan bersentuhan dengan politik.
Kiai dipandang sebagai elit agama yang seringkali terlibat dalam dunia politik baik di tingkat desa, kabupaten, propinsi bahkan ditingkat negara. Kiai membutuhkan otoritas dalam mempertahankan kekuasaan dalam peran sosialnya di masyarakat (Suprayogo, 2007). Persinggungan Kiai dengan politik, tak jarang menimbulkan benturan antara mereka dengan pemerintah. Sebagai tokoh atau pemuka agama Kiai merasa memiliki umat, dan karenanya mereka melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang merasa terganggu hak-haknya. Namun, ada juga Kiai yang menjadi bagian dari pemerintah. Dan fenomena ini seringkali memunculkan istilah Kiai pemerintah dan Kiai non pemerintah.

Aktifitas politik Kiai seringkali menimbulkan ketegangan dengan pemerintah. Aktifitas politik itu dapat berupa afiliasi politik, pemilukada, rekruitmen elite dalam pemilukada baik sebagai calon dalam pemilukada, tim sukses, maupun basis pendukung atau partisan. Kiai sebagai tokoh agama, masih dianggap relevan dalam menggerakkan masa untuk menjadi pendukung pada organisasi politik tertentu. Dampaknya Kiai menjadi perebutan aktor-aktor politik untuk mencapai kpentingan-kepentingan tertentu. Kiai memiliki jaringan yang cukup luas melalui para santrinya, baik santri yang masih aktif maupun yang sudah alumni, jaringan yang luas ini dianggap dapat mempengaruhi perolehan suaran dalam setiap pemilukada. 

Melalui fatwa, Kiai dapat mempengaruhi para santrinya dalam meraup suara. Setidaknya, terdapat empat faktor penting yang dilakukan Kiai bermuatan politik, diantaranya; Pertama, melalui pendidikan dan pengajaran, Kiai dapat menyampaikan dokrin-dokrin yang bermuatan politik praktis; kedua, melalui lembaga pendidikan yang diselenggarakan Kiai, berpeluang menjadi rival atau pesaing lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah; ketiga, Kiai dapat secara langsung mempengaruhi dan mengarahkan para santri terhadap afiliasi organisasi politik tertentu yang ditunjuk Kiai. Dan yang keempat, memanfaatkan faktor ekonomi dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya kepentingan ekonomi dapat dijadikan instrumen untuk memobilisasi kekuatan masa. 
Selanjutnya, pencaturan politik yang dimainkan Kiai, setidaknya diorientasikan untuk menanamkan nilai-nilai akhlak dalam membangun umat dan masyarakat, bukan melulu untuk kekuasaan. Kiai mengemban amanah kekuatan kultural umat yang selalu mengingatkan para penguasa, sekaligus menegaskan perannya untuk mengawal kepentingn umat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fungsi ini, apapun perannya, Kiai akan tetap membumi di masyarakat. Pada akhirnya, moralitas Kiai tidak hanya menjadi sekedar bahasa isoterik belaka, akan tetapi dapat menjadi bahasa dan perjuangan politik umat demi mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian, serta tetap mampu menjaga tradisi dan nilai-nilai hidup di masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Usman, semestinya gerakan keagamaan berorientasi pada pemeliharaan tradisi lokal dengan berpegang pada proses internalisasi ajaran agama dengan tidak harus menghancurkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam kultur lokal, agar tidak terjadi kebangkitan resistensi pada ajaran agama yang diintroduksi (Usman, 2015).
2. Implikasi Praktik Politik Terhadap Lembaga Pendidikan yang Dikelola Kiai

Munculnya pesantren dan madrasah yang cukup pesat di Sumatera Selatan, turut membawa kesan bahwa penduduknya amat religius. Kesan ini muncul setidaknya dapat di lihat dari banyaknya pesantren dan bangunan Masjid yang cukup megah dan mewah yang jaraknya tidak begitu jauh. Tercatat sedikitnya di Sumatera Selatan kurang lebih terdapat 384 pondok pesantren yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota (Qori, 2018), serta terdapat bangunan Masjid dan Mushalla sebanyak 25.474 buah (www.republika.co.id, 2018). Jejak inilah yang menjadikan Sumatera Selatan masuk sebagai salah satu dari sepuluh Provinsi dengan jumlah Masjid dan Mushalla terbanyak di Indonesia. Jumlah pesantren yang begitu signifikan, menjadikan pesantren di Sumatera Selatan sebagai alternatif ideal bagi masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan. Masyarakat masih beranggapan bahwa pesantren dianggap mampu dalam proses pembentukan nilai-nilai dan sikap hidup yang relevan dengan perkembangan zaman.

Kesan religus lain yang nampak adalah banyaknya lembaga pendidikan yang dikelola oleh para Kiai, hal ini menunjukkan bahwa Kiai menaruh perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan pendidikan masyarakatnya. Lembaga pendidikan yang berafiliasi pada kementerian agama dan bernaung di bawah yayasan pendidikan Islam, setidaknya terdapat 414 Raudhatul Athfal, 462 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), 37 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), 411 Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS), 33 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan 221 Madrasah Aliyah Swasta (MAS), 22 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) serta perguruan tinggi Islam swasta berjumlah 14 PTKIS (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2018). Dan diantara PTKIS tersebut beberapa diantaranya dikelola dan dikembangkan oleh para elit agama (Kiai).

Kiai sebagai bagian dari sub kultur pesantren membentuk pola hubungan yang unik, yang mana Kiai menjadi figur sentral dari segala perubahan yang ada di pesantren maupun di lingkungan masyarakat. Munculnya pesantren-pesantren dengan sistem pendidikan yang mengadobsi nilai-nilai pesantren tradisional dan modern, menandakan bahwa Kiai sebagai bagian dari sistem pesantren mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya (Ritzer, 2015), tanpa harus meninggalkan sepenuhnya tradisi pesantren itu sendiri. Kiai memobilisasi sumber daya yang ada untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat demi mewujudkan tujuan. Terbukti bahwa pesantren-pesantren di Sumatera Selatan terus menerus melakukan penyesuaian seiring perkembangan zaman. Pesantren tidak lagi hanya fokus pada pendalaman ilmu agama dan pendidikan Islam, tetapi jauh daripada itu pesantren juga membidik sektor ekonomi untuk kemaslahatan bersama (umat).
Fenomena yang menarik di Sumatera Selatan adalah, lembaga-lembaga pendidikan yang dikembangkan Kiai mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Tidak hanya itu saja, lembaga pendidikan Kiai memiliki ciri khas (dengan penguatan program Tahfidz al-Qur’an) yang tidak dimiliki lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Pesantren dengan ciri khas pendalaman al-Qur’an menjadi keunggulan lembaga pendidikan Kiai, untuk selanjutnya menjadi daya tarik dan daya saing dengan lembaga-lembaga pendidikan lain yang serupa. Umumnya lembaga pendidikan yang dikembangkan Kiai terkesan tradisional dan jauh dari kesan modern. Namun akan tampak berbeda apabila melihat lembaga-lembaga pendidikan yang dikembangkan Kiai di Sumatera Selatan. Lembaga pendidikan yang dikelola Kiai memiliki gedung yang memadai, serta fasilitas pendidikan dan manajemen yang baik. Bukan itu saja, para pendidik memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, baik sarjana maupun magister, hingga doktoral tidak hanya lulusan dalam negeri akan tetapi banyak diantaranya merupakan lulusan luar negeri (umumnya lulusan timur tengah). Tampak bahwa, Kiai dalam menyelenggarakan pendidikan berorientasi pada kualitas dan mutu lulusan agar nantinya mampu bersaing pada pentas nasional maupun global.

Kian eksisnya Kiai dalam pengembangan lembaga pendidikan, baik madrasah, pesantren dan perguruan tinggi cukup berpengaruh pada dinamika lembaga pendidikan yang dikelola serta pada masyarakat sekitarnya. Fenomena ini tentunya membawa keuntungan tersendiri, terutama bagi Kiai dalam dinamika politik. Tidak dipungkiri akhirnya Kiai sedikit demi sedikit bersentuhan dengan politik praktis, hal ini terjadi manakala Kiai sebagai tokoh sentral pesantren mulai dilirik oleh para politisi. Kiai dianggap sebagai elit agama yang mampu menggerakkan umat, Kiai dianggap memiliki modal sosial tinggi serta memiliki umat (santri dan alumni) serta diikuti masyarakat. Modal sosial Kiai dalam masyarakat masih menjadi daya tarik politisi, bahkan tak jarang dijadikan perebutan partai politik maupun politisi yang berkeinginan bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan legislatif (pileg). Kiai dianggap memiliki otoritas dan pengaruh yang cukup besar baik dilingkungan pesantren maupun dilingkungan masyarakat. Kendati demikian belum tentu Kiai menjadi penentu dalam pemenangan kontestasi tersebut, melihat realitas sosial mayarakat Sumatera Selatan cenderung dinamis.

Disisi lain, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang dikembangkan Kiai berhasil melakukan adabtasi dengan perubahan lingkungan sosial masyarakat. Peran sentral Kiai sebagai motor penggerak perubahan dalam pengembangan pesantren, ditopang dengan dukungan masyarakat dan pemerintah yang turut mempercepat perubahan tersebut. Karenanya pesantren dengan cepat beradabtasi sesuai dengan tuntutan sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan pengembangan sistem pendidikan yang lebih fleksibel yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kalau dicermati lebih mendalam, berdasarkan basis studi dari penelitian ini, ada kecenderungan bahwa pesantren di Sumatera Selatan kental dengan karakter inklusif, akomodatif, dan terbuka untuk semua golongan, dan jauh dari karakter radikal, ekslusif, dan non akomodatif bahkan dari kekerasan atas nama agama.

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis sebutkan bahwa Kiai didalam pengembangan lembaga pendidikan tentunya tidak lepas bagaimana ia menerjemahkan agama dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kiai adabtif dan profresif yang menjadi basis penelitian begitu responsif dengan tuntutan masyarakat masa kini, yang mampu menyelenggarakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan akhirat tetapi juga kebutuhan hidup di dunia. Berbeda dengan Kiai konservatif yang cenderung berorientasi pada kebutuhan akhirat dengan penekanan akan penanaman nilai-nili akhlak dan pemeliharaan batin. Tipologi Kiai macam ini sedikit banyak membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap lembaga pendidikan yang dikelola Kiai. Kiai adabtif dan progresif selalu responsif terhadab kebutuhan masyarakat, pengelolaan lembaga pendidikan yang lebih modern, dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan yang mendukung, akan tampak berbeda dengan pengelolaan pendidikan yang dikembangkan Kiai konservatif yang cenderung apa adanya. Untuk itu, dapat penulis simpulkan bahwa, pesantren yang mampu mengadobsi nilai-nili tradisional dan modern jauh lebih diminati masyarakat, ketimbang pesantren tradisional.
KESIMPULAN

Keterlibatan Kiai dalam politik praktis masih membawa kehawatiran tersendiri bagi masyarakat. Mereka masih berkeyakinan bahwa persentuhan Kiai dengan Politik akan turut membawa ekses negatif terhadap diri Kiai bahkan terhadap lembaga pendidikan yang dikelola Kiai. Faktanya Berdasarkan temuan penelitian, dalam pengelolaan lembaga pendidikan, Kiai menerapkan Manajemen Kepemimpinan Kolektif yang mana model ini sangat membantu Kiai manakala harus disibukkan dengan urusan politik. Bahkan Model ini tidak membawa pengaruh negative terhadap lembaga pendidikan yang dikelola Kiai. Justeru yang Nampak adalah perkembangan lembaga pendidikan Kiai makin eksis dan masih menjadi altertnatif pilihan masyarakat untuk menitipkan anak-anaknya. Lembaga pendidikan yang dikelola Kiai, umumnya memiliki sarana-prasarana yang memadai, serta memiliki jumlah santri yang terbilang cukup besar dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, khususnya di Sumatera Selatan.
SARAN
Penelitian ini tentu masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan kepada peneliti berikutnya agar dapat meneliti dan mengungkap genealogi intelektual Kiai, khususnya Kiai-kiai di Sumatera Selatan, termasuk di dalamnya persentuhan-persentuhan Kiai dengan Kiai-kiai lain secara lebih mendalam. Selain itu, agar kiranya peneliti selanjutnya dapat mengungkap tentang karakteristik pesantren di dunia Melayu khususnya di Sumatera Selatan secara lebih komprehensif dengan berbagai macam pendekatan, termasuk pendekatan historis dan semacamnya.
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